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TELAAH PUSTAKA
Kelembagaan Usaha Tani Indonesia


Kelembagaan bagi banyak orang merupakan kekuatan strategis untuk menjembatani para pelaku ekonomi dan masyarakat desa serta akan berdampak luas kepada sumber daya alam dan lingkungan sosial. Dampak jangka panjang dari adanya kelembagaan sebagai tempat berkumpulnya baik individu maupun populasi dengan atau tanpa aturan formal ini dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan usaha tani (Awang, 2003).


Rendahnya kualitas sumberdaya manusia petani ini mencakup rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, dan penguasaan teknologi, lemahnya motivasi untuk berkembang dan mempertahankan hak-hak mereka, serta kurangnya jiwa kepemimpinan di kalangan para petani itu sendiri (Baga, 2005).

Kegiatan pertanian masa lalu lebih berorientasi kepada peningkatan produksi komoditas primer dan kurang memberi kesempatan untuk memikirkan pengembangan produk hilir. Pembangunan pertanian dari sisi kebijakan cenderung terlepas dari pembangunan sektor lain, kebijakan di bidang pertanian tidak selalu diikuti oleh kebijakan pendukung lain secara sinergis (Agribisnis deptan, 2005).

Koperasi Syariah


Menurut DKPKM Provinsi Papua (2007) tentang Koperasi, dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Modal awal koperasi bersumber dari dana usaha,dana-dana ini dapat bersumber dari dan diusahakan oleh koperasi syariah, misalkan dari modal sendiri, modal penyertaan dan dana amanah. Modal sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, hibah, dan donasi, sedangkan modal penyerta di dapat dari anggota, koperasi lain, bank, penerbitan obligasi dan surat utang serta sumber lainnya yang sah. Adapun dana amanah dapat berupa simpanan sukarela anggota, dana amanah perorangan atau lembaga (ArRoyyan, 2008).


Koperasi merupakan salah satu kelembagaan ekonomi yang tepat untuk diterapkan terutama pada masyarakat petani yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan. Ada tiga hal modal sosial penduduk desa yang dapat dipakai sebagai kunci sukses berjalannya roda lembaga koperasi dengan sistem ekonomi syariah ini. Modal sosial tersebut adalah: a). tingkat sosial, hubungan kekerabatan dan rasa persaudaraan masih tinggi, serta semangat gotong royong; b). keterlibatan kaum perempuan dalam proses produksi; c). hilangnya sistem ijon dan lintah darat, digantikan dengan pola lembaga keuangan sederhana yang didasarkan system bagi hasil (Pakkana, 2008).

Pertanian Terpadu

Pertanian terpadu merupakan suatu konsep pertanian berkelanjutan dalam penggunaan  seluruh potensi seluruh sumber daya alam (SDA) secara optimal yang ditujukan untuk mengurangi krisis SDA akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintetis. Program pertanian terpadu ini meliputi peningkatan sistem produksi pertanian secara optimal, monitoring hama menggunakan sistem ambang ekonomi, mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia sintetik, dan menciptakan habitat yang ramah lingkungan (UC SAREP, 1998).

Menurut Chan (2004), konsep integrasi pertanian berhubungan dengan semua akivitas dalam bidang agronomi dan hortikultura, agroindustri, serta semua aktivitas manusia di negara tropis dan sub tropis yang tidak arid. Adanya konsep ini tidak hanya sebagai menyelesaikan permasalahan pertanian saja, lebih dari itu, pertanian terpadu muncul sebagai sebuah solusi dalam permasalahan ekonomi dan ekologi.
